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Regulasi

Latar Belakang Benturan Kepentingan

Jenis & Sumber Benturan Kepentingan

Identifikasi Benturan Kepentingan

Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan

Mekanisme Pengenaan Sanksi

Monev Benturan Kepentingan

Pengendalian & Pengawasan



 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Perubahan Atas
Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

 Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025

 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Penanganan Benturan Kepentingan

 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman
Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi
diLingkungan Kementerian PAN dan RB-RI

 Peraturan Menteri PAN dan RB No. 10 tahun 2019 tentang Perubahan
Permpen PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI
Menuju WBK/WBBM

 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 46 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Prov. Jawa
Tengah



Pemerintah yang bersih, 
akuntabel, dan  berkinerja 
tinggi

Pemerintah yang 
efektif dan efisien

Pelayanan publik yang baik 
dan berkualitas

3 SASARAN

REFOR MASI BIRO KRASI

Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien

Pelayanan Publik Masih Buruk

Pemerintahan Belum Bersih,

Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah

MENDORONG PELAKSANAAN

EVALUASI

1.REFORMASIBIROKRASI

2.ZONAINTEGRITAS

3.AKUNTABILITAS KINERJA



SASARAN  
REFORMASI  
BIROKRASI

AREA

PERUBAHAN

KETERKAITAN SASARAN RB DENGAN 
AREA PERUBAHAN

1. Whistleblowing System
2. Penanganan Benturan 

Kepentingan
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Meningkatnya

kepatuhan terhadap 

pengelolaan 

keuangan negara

P
E
M
E
N
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H
A
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1.Pengendalian 

gratifikasi (public 

campaign, 

implementasi)

2. Penerapan SPIP (lingk. 

pengendalian, penilaian 

resiko, kegt. pengendalian, 

komunikasi dan 

implementasi SPI)

4. WBS (penerapan, evaluasi 

dan TL hsl evaluasi 

penerapan)

Meningkat-
kan 
penyeleng-
garaan 
pemerintah
an yg 
bersih dan 
bebas dari 
KKN

Meningkatnya

efektivitas 

pengelolaan 

keuangan negara

Menurunnya tingkat 

penyalahgunaan 

wewenang

Meningkatnya sistem 

Integritas dlm upaya 

pencegahan KKN

3. Pengaduan masy. 

(implementasi kebijakan, 

TL hsl penanganan 

pengaduan, monev dan TL 

hsil evaluasi)

5. Penanganan benturan 

kepentingan (identifikasi, 

sosialisasi, implementasi, 

evaluasi dan TL hsl 

evaluasi)

6. Penyampaian LHKPN 

(kepatuhan penyampaian 

LHKPN dan LHKASN)
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PENGERTIAN
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Benturan Kepentingan

Pelanggaran

Whistleblowing System



Tujuan Penanganan 

Benturan Kepentingan
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Budaya Kerja

• Ciptakan budaya 

kerja yg dpt 

mengenali, 

mencegah, & 

mengatasi situasi BK 

tanpa mengurangi 

kinerja ASN

Integritas

• Tegakkan 

integritas ASN

Kendali Mutu

• Cegah terjadinya 

pengabaian KM 

atas pelaksanaan 

tupoksi unit kerja 

& cegah 

timbulnya 

kerugian keu 

neg/da

Pemerintahan 

yg Bersih

• Ciptakan 

pemerintahan yg 

bersih & 

akuntabel
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• Gratifikasi

• Penyimpangan Penggunaan Aset 

• Membocorkan rahasia

• Rangkap Jabatan

• Pelanggaran Prosedur

• Pengaruh thd Pihak yg diawasi

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN (1)
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• Kewenangan Penilaian

• Pengaruh dalam Keputusan

• Penyalahgunaan Wewenang

• Pemberian Informasi dlm Proses 
PBJ

• Bekerja di kantor lain 
(Moonlighting/outside employment)

• Hubungan Afiliasi/kekeluargaan

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN (2)
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Sumber Penyebab 

Terjadinya 

Benturan 

Kepentingan
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• Identifikasi & 

Laporkan

• Telaah Awal & 

Rekomendasi 

Pencegahan

• Pemetaan oleh 

OPD
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PRINSIP  DASAR 

PE NANGANAN 

BE NT UR AN 

KE PE NT INGAN

•

•

•

•



TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
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LAPORKAN

IDENTITAS 

JELAS

PEMERIK 

SAAN

KEPUTUS 

AN

PENINJAU

AN

• Stp pemangku 

kepentingan terkait 

pengambilan 

keputusan dpt 

melaporkan/memb

erikan keterangan 

adanya dugaan BK 

pegawai dlm 

menetapkan 

keputusan/tindakan

Laporan /keterangan

disampaikan kepada

atasan langsung

pengawai pengambil

keputusan dan/atau

tindakan dg 

mencantumkan identitas

jelas pelapor dan

melampirkan bukit-bukti

terkait;

Atasan langsung

tersebut memeriksa

tentang kebenaran

laporan benturan

kepentingan

tersebut paling 

lambat 3 (tiga) hari

kerja

Apabila hasil

pemeriksaan

tersebut tidak benar, 

maka keputusan

dan/atau tindakan

pegawai yang 

dilaporkan tetap

berlaku;

Apabila hasil

pemeriksaan

tersebut benar, 

maka dalam jangka

waktu 2 (dua) hari

keputusan dan/atau

tindakan tsb ditinjau

kembali oleh atasan

dari atasan langsung

tsb



M O N E V &  P E N G AWA S A N
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Evaluasi 

Internal
PengawasanPembinaan Jadwal

Masing-masing OPD 

melakukan evaluasi 

internal secara berkala 

dalam rangka 

pemutakhiran hasil 

identifikasi potensi 

Benturan Kepentingan 

dan penanganannya.

Pengawasan terhadap

pelaksanaan keputusan

dari tindak lanjut hasil

pemeriksaan terjadinya

benturan kepentingan

dilaksanakan oleh unsur

pengawasan.

Waktu dan jadwal 

monitoring akan diatur 

oleh Inspektur 

Pelaksanaan pembinaan 

dan monitoring kepada 

seluruh OPD akan 

dikoordinasikan oleh 

Inspektorat
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• STEP 1

• Kebijakan : 

Pergub 

Jateng No. 

46 Th 2020 

• STEP 2

• STEP 4
• STEP 3

• STEP 5

• Inovasi : 

Pengembangan 

Aplikasi si-

Beken
• Admin : 

Pembentukan 

Admin Si-

Beken

• Sosialisasi : 

Sosialisasi  

Aturan & 

Apikasi.

• Identifikasi : 

Inputing 

Identifikasi 

BK di setiap 

SKPD oleh 

Admin Si-

Beken 

• IMPLEMENTASI 

PENANGANAN BENTURAN 

KEPENTINGAN

• PEMERINTAH PROV. JATENG
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• STEP 6

• Pemetaan : 

Hasil 

identifikasi oleh 

SKPD berupa 

pemetaan BK

• STEP 7

• STEP 9
• STEP 8

• STEP 10

• Penanganan :            

Jika ada potensi 

BK di SKPD maka 

wajib ditangani & 

dilaporkan

• Pengawasan APIP : 

Scr periodik APIP 

melakukan was BK di 

SKPD

• Monev : SKPD 

wajib melakukan 

monev internal  

BK

• Laporan : 

APIP 

melaporkan 

hasil was 

Penanganan 

BK di SKPD

• IMPLEMENTASI 

PENANGANAN BENTURAN 

KEPENTINGAN

PEMERINTAH PROV. JATENG







Contoh Hasil Identifikasi melalui Si-Beken



Contoh Hasil Identifikasi melalui Si-Beken




